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ABSTRAK: - bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten yang bersih serta untuk menunjang pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Pemalang, maka perlu memberikan pedoman
pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan bertanggung jawab dan dalam
melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan
keuangan publik, maka perlu untuk menetapkan pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah da
pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun
1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; PP
No. 32 Tahun 1950; PP No. 104 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 107
Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 110 Tahun
2000; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya;
asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah,
penyusunan dan penetapan apbd, kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati,
kedudukan keuangan dprd, pelaksanaan apbd, pertanggungjawaban keuangan
daerah, pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah, kerugian keuangan
daerah, ketentuan penutup.

CATATAN: - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh
Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku .

- Mulai berlaku pada tanggal 21 November 2003.



